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ABSTRAK

CATATAN

Dalam rangka pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,
maka agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 2009;
UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Perda No. 2 Tahun
2012.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah
Potong Hewan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan nama Retribusi
Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong
hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan nama
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan
Hewan yang disediakan, dimilii, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi
Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah dan pihak swasta. Setiap orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas rumah potong hewan dan/atau fasilitas Pusat
Kesehatan Hewan dikenai Retribusi secara tarif yang berlaku.
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